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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena
atas berkat rahmat, hidayah dan InayahNya sehingga Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama
Prabumulih tahun 2019 dapat disusun. LKjIP ini merupakan
media pertanggungjawaban atas berbagai capaian keberhasilan

(kinerja) Pengadilan Agama Prabumulih, dalam upaya

pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan,
dengan mengacu pada Penetapan Kinerja untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Agama

Prabumulih.

Diterbitkannya LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif
mengenai Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih secara transparan dan akuntabel sehingga

penentuan fokus perbaikan kinerja yang lebih berkesinambungan bisa terwujud.

Kami menyadari, LKjIP ini masih perlu penyempurnaan yang lebih mendalam, untuk
itu kami mengharapkan masukan dan saran agar dapat lebih menyempurnakan laporan

akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Prabumulih .

Akhir kata, kami berharap agar LKjIP tahun 2019 ini, dapat dimanfaatkan sebagai
media evaluasi untuk menilai kinerja personil Pengadilan Agama Prabumulih , sehingga

kedepan Pengadilan Agama Prabumulih dapat berbuat lebih baik lagi.
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BAB | - PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi Hukum diarahkan pada penegakan hukum dan keadilan yang
didalamnya mencakup multi aspek. Dimulai dari kemandirian lembaganya,
peningkatan pelaksanaan fungsi utama yuridis, administrasi, penataan kelembagaan
yang efisien dan efektif dengan tatalaksana yang jelas dan transparan, diawaki oleh
SDM aparatur yang profesional, berakuntabilitas kepada mitra kerja (stakeholders),
sampai kepada adanya pengawasan yang proporsional serta menghasilkan
pelayanan prima. Secara operasional reformasi hukum yang menjadi bagian dari
penyelenggaraan good governance dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur
pemerintah, baik di level pusat maupun di daerah, baik para tenaga teknis yuridisnya
maupun tenaga administratifnya.

Pengadilan Agama Prabumulih sebagai salah satu lembaga pelaksana
kekuasaan kehakiman, dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan yang
merdeka dan bebas dari campur tangan pemerintah (eksekutif dan legislatif), melalui
upaya-upaya pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen
organisasinya secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan
berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur peradilan dalam rangka
mewujudkan good governance. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban vyang tepat dan jelas, sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bersih,
bertanggung jawab, dan bebas dari praktik KKN.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan asas akuntabilitas yang
dirumuskan dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Asas akuntabilitas adalah asas

yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
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penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden
tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara
negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam
pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan
perencanaan strategis (strategic planning) yang ditetapkan.

Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban tersebut, setiap instansi
pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan
sasaran strategis organisasi kepada stakeholders, yang dituangkan melalui laporan
kinerja instansi pemerintah (LKjIP). Berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), penyusunan LKjIP dilakukan melalui proses penyusunan rencana
strategis, penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja.

Untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas dan
fungsi senantiasa harus dilandasi dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang
secara jelas dirumuskan dalam Rencana Strategis Pengadilan Agama Prabumulih .

Rencana Strategis, memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi
(cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan
program, serta ukuran keberhasilan dalam implementasinya. Selanjutnya, rencana
kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui
perencanaan kinerja tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pada 2020-2024
yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan
dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan rencana
kinerja tahunan (Dokumen RKT) dilakukan setiap tahun seiring dengan agenda

penyusunan dan kebijakan anggaran.
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B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

1. Kedudukan

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah
diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009,
Pengadilan Agama Prabumulih adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.

Hal ini merupakan dasar hukum bagi Pengadilan Agama dalam
menyelesaikan perkara tertentu, yaitu termasuk pelanggaran atas Undang-
Undang tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, serta memperkuat
landasan hukum Mahkamah Syar'iyah dalam melaksanakan kewenangannya di

bidang jinayah berdasarkan gonun.
Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh

Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah
Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Pengadilan Agama Prabumulih
merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang terletak di
Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota
Prabumulih, Telepon: 0713 - 3311680 Faks: 0713 - 3311680 Website: pa-
prabumulih.go.id dan Email: pa.prabumulih@gmail.com. Secara administratif
Kotamadya Prabumulih luas wilayahnya 434,46 Km?® dengan jarak radius

Pengadilan Agama Prabumulih dari tempat kedudukannya berbatasan :

Sebelah Utara : | berbatasan dengan Kecamatan Lembak dan Kecamatan Tanah

Abang, Kabupaten Muara Enim.

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lembak dan Kecamatan
Gelumbang, Kabupaten Muara Enim.

[Pengadilan Agama Prabumulih] -
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2. Tugas Pokok
Berdasarkan Pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 yang telah

diubah dan disempurnakan dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009,
Pengadilan Agama Prabumulih bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama
Islam di bidang: (1) Perkawinan; (2) Ekonomi Syari’ah; (3) Kewarisan; (4) Wasiat;
(5) Hibah; (6) Wakaf; (7) Zakat/Infag/Shodagoh; (8) P3HP/Penetapan Ahli Waris;
(9) Perkara lain yang ditetapkan undang-undang.

Tugas pokok ini ditangani oleh Pejabat fungsional yaitu: Hakim, Panitera,
Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti. Disamping menangani tugas-
tugas pokok, Pengadilan Agama Prabumulih juga menangani tugas-tugas
tambahan yaitu menangani tugas-tugas administrasi perkara dan administrasi
umum. Administrasi perkara ditangani oleh Panitera yang dibantu oleh beberapa
Panitera Muda, dan administrasi umum ditangani oleh Sekretaris yang dibantu

oleh beberapa Kepala Sub Bagian.

3. Fungsi
Adapun Fungsi Pengadilan Agama Prabumulih :

a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-
perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Prabumulih ; (vide
Pasal 49 Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun
2006)

b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas
dan tingkah laku Hakim, Panitera , Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide :
Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No.
3 Tahun 2006)

c. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi
perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi

d. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan

Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya ;
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e. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan

Pengadilan Agama ;

f. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam
pada instansi Pemerintah di wilayah hukum apabila diminta ;

g. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta
peninggalan di luar sengketa antar orang - orang yang beragama Islam ;

h. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan
deposito / tabungan dan sebagainya ;

i.  Melaksanakan tugas - tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,
memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset / penelitian,
pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya ;

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada
para pencari keadilan di Pengadilan Agama Prabumulih, maka dalam
melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP),
sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik, yang muatannya antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja.

2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja
dari setiap posisi.

3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi
untuk mengambil keputusan;

4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung
jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi.

6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang
dibangun.

Kondisi-kondisi tersebut di atas secara bertahap akan membawa organisasi

menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi
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salah satu tujuan Reformasi Birokrasi. Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP)

tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang :

1.

2
3.
4
5

o *® N o

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama ;

Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS ;

Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo);
Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli;

Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian
Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi;

Tata persidangan;

Penyelesaian perkara melalui mediasi;

Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim;

Penyampaian Salinan Putusan;

Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak
berperkara;

Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara;

Proses pemberkasan perkara dan minutasi;

Publikasi putusan;

Pengarsipan berkas perkara;

Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang;

Permohonan Banding, Permohonan Kasasi, Permohonan Peninjauan Kembali;
Penanganan Pengaduan Masyarakat;

Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan Agama pada Direktorat Administrasi
Peradilan Agama.

Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara;

Proses pemberkasanperkara dan minutasi;

Publikasi putusan;

Pengarsipan berkas perkara;

Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang;

Permohonan Banding;
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25. Permohonan Kasasi;

26. Permohonan Peninjauan Kembali;
27. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
28. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan Agama pada Direktorat

Administrasi Peradilan Agama.

C. Struktur Organisasi

Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas
dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris,
wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadagah dan ekonomi syari'ah, sebagaimana
diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan
atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan,

Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil
Ketua.

2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.

3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin
oleh seorang Panitera.

4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh 3
orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan
dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh
beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita

Pengganti .
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5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin

oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (orang) Kasubag, yaitu

Kasubag Perencanaan, Tl & Pelaporan, Kasubag Umum & Keuangan, dan

Kasubag Kepagawaian, Organisasi & Tata Laksana.

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Prabumulih

[Pengadilan Agama Prabumulih] -
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D. Sistimatika Penyajian

Pada dasarnya laporan kinerja instansi Pemerintah (LkjIP) ini untuk
mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Prabumulih dalam tahun
2019. Capaian kinerja 2019 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2018
sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organsisasi. Analisa atas capaian kinerja
terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengindentifikasi sejumlah celah kinerja
bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Prabumulih disusun sebagai berikut:
Kata Pengantar
Bab | - Pendahuluan, disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang
sedang dihadapi organisasi.

Bab Il - Perencanaan Kinerja, diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun
yang bersangkutan.

Bab Il - Akuntabilitas Kinerja,

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

Bab IV - Penutup, diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan

kinerjanya.
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BAB Il - PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Prabumulih yang diselaraskan
dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan
Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2020, Pengadilan Agama
Prabumulih menetapkan rencana strategis Tahun 2020-2024 sebagai dasar acuan
penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan
pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan. dalam
pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2020-2024.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Prabumulih 2020-2024 pada hakekatnya
merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan
sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan,
penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap
sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan bidang aparatur negara termasuk
pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparat Pengadilan serta pengawasan dan
pengendalian manajemen untuk mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada

tahun 2020-2024.

1. Visi dan Misi
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan
yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi
Pengadilan Agama Prabumulih. Adapun visi dari Pengadilan Agama Prabumulih
yaitu:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Prabumulih yang Agung ”
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Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang
ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.
Untuk mencapai dan mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Agama Prabumulih
menetapkan misi yang harus dilaksanakan. Misi Pengadilan Agama Prabumulih
adalah :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Prabumulih.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Prabumulih.
4

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Prabumulih.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada
pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Prabumulih. Adapun Tujuan yang
hendak dicapai Pengadilan Agama Prabumulih adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan Peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan Pengadilan

Agama Prabumulih di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu duatahun, dari tahun 2018
sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan
Agama Prabumulih adalah sebagai berikut :
Meningkatnya penyelesaian perkara;
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim;
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice);

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

o o A wWwN e

Meningkatnya kualitas pengawasan;
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3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama
Prabumulih untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat

rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program
untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib
administrasi perkara, dan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok vyang dilaksanakan Pengadilan Agama Prabumulih
dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah:
1. Penyelesaian perkara perdata.

2. Penyelesaian sisa perkara perdata

3. Penanganan perkara prodeo bagi masyarakat tidak mampu

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi
meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran
untuk memenuhi target bila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin
berperkara, kesulitan pelaporan keuangan juga sikap masyarakat yang
malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan ke depan dapat
dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin,
penajaman estimasi dan penguatan alokasi anggaran, meningkatkan kerja sama
dengan Kementerian Keuangan dan BPK agar mendapat perlakuan tersendiri

atas pertanggungjawaban keuangannya.

b.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan

sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang

berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah
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1. Pembayaran gaji dan tunjangan.

2. Penyelenggaran Operasional dan pemeliharaan Perkantoran.

3. Tindak lanjut terhadap Pengaduan dan hasil temuan yang masuk dari Tim

Pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan

prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasaran

di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Indikator Kinerja Utama

Pada tahun 2019 Indikator Kinerja Utama yang telah direviu yang telah
dimanfaatkan pada reviu Renstra pada tahun 2019, sebagai tolak ukur atas
keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan, indikator kinerja utama

digambarkan sebagai berikut:

m KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA

Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti,
Transparan, dan
Akuntabel

Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian Perkara

Meningkatnya Akses
Peradilan bagi
Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan
Meningkatnya
Kepatuhan terhadap
Putusan Pengadilan

Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan

Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan
Kembali

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak
tepat waktu

Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang
Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat
Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
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C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020

Adapun Rencana Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020

adalah sebagai berikut:

Terwujudnya Proses Peradilan yang

Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Peningkatan Efektivitas

Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Meningkatnya Akses Peradilan bagi
Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan

Meningkatnya Kepatuhan terhadap

Putusan Pengadilan

Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang

diselesaikan

Persentase Pesrkara Perdata Agama yang

diselesaikan Tepat Waktu

Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya

Hukum Banding

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya

Hukum Kasasi

Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya

Hukum Peninjauan Kembali
Index Kepuasan Pencari Keadilan

Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang

dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui

Mediasi

Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan
Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara

Lengkap dan Tepat Waktu

Persentase Putusan Perkara yang Menarik
Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara

Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Persentase Perkara Permohonan (voluntair)

Identitas Hukum

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak

lanjuti (Dieksekusi)

100%

100%

90%

90%

90%

85%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

100%
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D. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen vyang
mempresentasikan tekad dan janji, untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya

yang dikelola. Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020, sebagai

berikut:

Terwujudnya Proses Peradilan yang

Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Peningkatan Efektivitas

Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Meningkatnya Akses Peradilan bagi
Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan

Meningkatnya Kepatuhan terhadap

Putusan Pengadilan

Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang

diselesaikan

Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan

Tepat Waktu

Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya

Hukum Banding

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya

Hukum Kasasi

Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya

Hukum Peninjauan Kembali
Index Kepuasan Pencari Keadilan

Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang

dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding,

Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat

Waktu

Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian
Masyarakat yang dapat diakses secara Online dalam

Waktu 1 Hari setelah Putus
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas

Hukum

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak

lanjuti (Dieksekusi)

100%

100%

90%

90%

90%

85%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

100%
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BAB Ill - AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi sebagai alat komunikasi dan alat manajemen
untuk memperbaiki kinerja organisasi, sedangkan pengukuran kinerja adalah proses
sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan, untuk mencapai
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi
organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan
yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan
reward/punishment.

Pengukuran kinerja sebagai salah satu komponen penerapan akuntabilitas
kinerja dari sistem akintabilitas kinerja, sedangkan akuntabilitas kinerja adalah
gambaran mengenai tingkat realisasi pelaksanaan suatu kegiatan/ program/
kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang
tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Perjanjian Kinerja tahun 2019 Pengadilan Agama Prabumulih yang telah
direviu sebagai acuan pengukuran tingkat realisasi kinerja tahun 2019, pengukuran
ini dilakukan dengan cara membandingkan antara target realisasi indikator kinerja
yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Secara umum terlihat apakah sasaran
yang telah ditetapkan tercapai atau tidak, sehingga terdapat beberapa keberhasilan
realisasi target kinerja, serta terdapat juga beberapa target yang belum
tercapai dalam tahun 2019 ini.

Sinkronisasi antara Indikator Utama dengan Sasaran strategis sangat
menentukan validasi dalam menyusun pejanjian kinerja dengan disertai penentuan
target yang logis dan valid menghasilkan pengukuran kinerja yang dapat diandalkan

untuk perbaikan target sasaran strategis di masa yang akan datang.
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Rincian tingkat realisasi kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut

diuraikan dalam tabel di bawah ini.

No.

Sasaran

Strategis

Terwujudnya
Proses Peradilan
yang Pasti,
Transparan, dan

Akuntabel

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian

Perkara

Meningkatnya
Akses Peradilan
bagi Masyarakat
Miskin dan

Indikator Kinerja

Persentase Sisa Perkara Perdata

Agama yang diselesaikan

Persentase Perkara Perdata Agama

yang diselesaikan Tepat Waktu

Persentase Perkara yang Tidak

Mengajukan Upaya Hukum Banding

Persentase Perkara Yang Tidak

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Persentase perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum

Peninjauan Kembali
Index Kepuasan Pencari Keadilan

Persentase Salinan Putusan Perkara
Perdata yang dikirim kepada Para
Pihak tepat waktu

Persentase Perkara yang Diselesaikan

Melalui Mediasi

Persentase Berkas Perkara yang
dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK
yang Diajukan Secara Lengkap dan

Tepat Waktu

Persentase Putusan Perkara yang
Menarik Perhatian Masyarakat yang
Dapat Diakses Secara Online dalam

Waktu 1 Hari Setelah Putus

Persentase Perkara Prodeo yang

Diselesaikan

Persentase Perkara Permohonan

(voluntair) Identitas Hukum

Target

100%

90%

90%

90%

90%

85%

99%

90%

100%

100%

100%

100%

Realisasi

25

430

442

446

448

54

82

430

81

Capaian

(%)

100%

95,98%

98,66%

99,55%

100%

100%

19,07%

7,77%

100%

100%

100%

100%
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Terpinggirkan

4. Meningkatnya Persentase Putusan Perkara Perdata 100% -
Kepatuhan yang ditindak lanjuti (Dieksekusi)
terhadap
Putusan
Pengadilan

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2019 mengacu
pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk
mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam tahun anggaran 2019, Pengadilan Agama Prabumulih telah
menetapkan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai. Keempat sasaran tersebut
dijabarkan kepada 13 (tiga belas) indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun 2019
selain indikator kinerja yang belum mempunyai data (NA) pada indikator
kinerja persentase penyerahan salinan putusan dan akta cerai kepada para pihak
tepat waktu, sedangkan indikator kinerja yang telah dapat dicapai dengan hasil
baik sebanyak 2 (dua), adapun indikator belum tercapai untuk menjadi bahan

perbaikan tahun 2019 sebanyak 2 (dua), yaitu:

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim

Penyelesaian Perkara kepada Para Pihak tepat waktu

Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)Tahun 2019

SASARAN 1
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Strategis (%)

Terwujudnya Persentase Sisa Perkara Perdata 100% 25 100%
Proses Peradilan ~ Agama yang diselesaikan

yang Pasti,
Persentase Perkara Perdata Agama 90% 430 95,98%

Transparan, dan . .
yang diselesaikan Tepat Waktu

Akuntabel

Persentase Perkara yang Tidak 90% 442 98,66%
Mengajukan Upaya Hukum Banding

Persentase Perkara Yang Tidak 90% 446 99,55%

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Persentase perkara yang Tidak 90% 448 100%
Mengajukan Upaya Hukum

Peninjauan Kembali

Index Kepuasan Pencari Keadilan 84% 3,35 84%

Penjelasan:

a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan
Bahwa sisa perkara tahun 2018 sebanyak 25 perkara dan
keseluruhannya sudah dapat diselesaikan pada tahun 2019. Sehingga perkara

sisa 100% dapat diselesaikan.

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian%

b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu
Banyak perkara yang diterima sepanjang Tahun 2019 adalah 423 Perkara.
Sementara sisa perkara Tahun 2018 yang belum terselesaikan adalah sebanyak
25 Perkara, sehingga total perkara yang ditangani Pengadilan Agama Prabumulih
pada Tahun 2019 berjumlah 448 Perkara (423 + 25). Dari jumlah perkara

tersebut Pengadilan Agama Prabumulih telah menyelesaikan 430 Perkara,

[Pengadilan Agama Prabumulih] -
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sehingga masih menyisakan sebanyak 18 Perkara (448 - 430) lagi pada akhir

Tahun 2019.

Keadaan | Sisa Bulan Januari - Bulan Desember (Tahun 2019)
No Jml
Perkara 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Diterima 25 57 27 40 33 27 35 40 39 27 35 41 22 423
2 Diputus = 35 41 25 48 33 26 36 28 37 43 33 45 430

Sisa 2019 18

Target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2019 untuk penyelesaian sisa
perkara sebesar 90%. Dengan demikian realisasi Indikator Kinerja Utama tahun
2019 sebesar 430 perkara (95,98) telah mencapai target yang ditetapkan sebesar
90%.

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum banding dengan jumlah putusan perkara yang diputus pada Pengadilan
Agama Prabumulih.

Pengukuran kinerja ini bertujuan mengukur kinerja penerimaan dari
pencari keadilan terhadap putusan Pengadilan Agama Prabumulih yang
dikoordinasikan oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Agama
Prabumulih.

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Prabumulih memeriksa dan mengadili
perkara sebanyak 448 perkara. Dari jumlah perkara tersebut, sebanyak 6
perkara mengajukan upaya hukum Banding, sehingga perkara yang tidak
mengajukan upaya Banding sebanyak 442 perkara (448 - 6) atau sebesar
98,66%, sedangkan target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2019 untuk
penyelesaian putusan perkara yang tidak diajukan upaya hukum banding
sebesar 90%. Dengan demikian, realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2019

sebesar 98,66% telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 90%.
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d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum Kasasi dengan jumlah putusan perkara yang diputus oleh Pengadilan
Tinggi Agama Palembang dari putusan Pengadilan Agama Prabumulih yang
diajukan banding.

Pengukuran kinerja ini bertujuan mengukur kinerja penerimaan dari
pencari keadilan terhadap putusan Pengadilan Agama Prabumulih diputus oleh
Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang dikoordinasikan oleh Ketua Majelis
Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Prabumulih.

Perkara yang dimohonkan Kasasi pada Pengadilan Agama Prabumulih
Tahun 2019 adalah sebanyak 2 Perkara, sehingga perkara yang tidak mengajukan
upaya Kasasi sebanyak 446 perkara (448 - 2) atau sebesar 99,55%. Dengan
demikian, realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2019 sebesar 99,55% telah

melebihi target yang ditetapkan sebesar 90%.

e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Peninjauan Kembali adalah perbandingan antara jumlah perkara yang
tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, dengan jumlah putusan
perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung tingkat Kasasi, dari putusan
Pengadilan Agama Prabumulih yang diajukan Peninjauan Kembali.

Pengukuran kinerja ini bertujuan mengukur kinerja penerimaan
dari pencari keadilan, terhadap putusan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung
dari putusan Pengadilan Agama Prabumulih yang dikoordinasikan oleh Ketua
Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Prabumulih.

Perkara yang dimohonkan PK pada Pengadilan Agama Prabumulih Tahun

2019 adalah sebanyak 0 Perkara, sehingga perkara yang tidak mengajukan upaya
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Kasasi sebanyak 448 perkara (448 - 0) atau sebesar 0%. Dengan demikian,

realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2019 sebesar 100% telah melebihi

target yang ditetapkan sebesar 90%.

f. Index Kepuasan Pencari Keadilan

Persentase index responden pencari keadilan yang puas terhadap
layanan peradilan adalah perbandingan antara jumlah responden yang puas
terhadap layanan peradilan dengan jumlah responden yang belum puas
terhadap pelayanan peradilan.

Pengukuran kinerja ini bertujuan mengukur kinerja tingkat kepuasan
pelanggan terhadap pelayanan dari Pengadilan Agama Prabumulih yang
dikoordinasikan oleh seluruh ASN Pengadilan Agama Prabumulih.

Tahun 2019, Pengadilan Agama Prabumulih melakukan Survey Indeks
Kepuasan Masyarakat terhadap responden pencari keadilan yang sedang dan
telah selesai dalam proses berperkara. Survey ini dilakukan secara rutin dan
berkala per semester, dengan memakai sistem quisioner yang dilaksanakan
ketika para pihak pencari keadilan mendapat pelayanan di bagian Pelayanan
Publik dan meja informasi Pengadilan Agama Prabumulih, baik ketika
mendapat informasi, mendaftar perkara, membayar panjar biaya perkara,
proses persidangan, mengambil pengembalian sisa panjar biaya perkara, salinan
putusan dan akta cerai. Survey dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak
54 responden pihak berperkara dan 84% dari sampel respoonden tersebut
menyatakan puas terhadap kinrja serta pelayanan petugas di Pengadilan
Agama Prabumulih.

Nilai hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2019 berhasil
mendapatkan nilai 84% (Sangat Baik). Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval
IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan

menurut KEP/25/M.PAN/2/2004 :
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pIEA KINERJA UNIT
NILAI NILAI INTERVAL IKM INTERVAL MUTU e
PERSEPSI KONVERSI IKM PELAYANAN
1 1,00-1,75 25-43,75 D Tidak baik
2 1,76-2,50 43,76-62,50 C Kurang baik
3 2,51-3,25 62,51-81,25 B Baik
4 3,26-4,00 81,26-100,00 A Sangat baik

Berbagai unsur yang terkandung dalam kuisioner dapat dijadikan suatu
acuan untuk melihat sistem pelayanan, dan secara rinci dapat dijadikan suatu
pedoman perbaikan kinerja. Sehingga dari indeks per unsur ini dapat digunakan
untuk melihat kekurangan dari sistem di suatu unit kerja, keluhan masyarakat,
hal-hal yang harus diutamakan, unsur yang harus ditingkatkan dan harus
dipertahankan.

Ada dua hal penting yang harus diutamakan dalam memaksimalkan
kinerja di sektor pelayanan publik. Pertama adalah indikator efisiensi yang
dapat dilihat dari mudahnya mendapatkan informasi pelayanan oleh
masyarakat, kecepatan pelayanan dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
Kedua adalah indikator sufisiensi yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi
keluhan dari masyarakat, tidak terdapatnya diskriminasi dalam pelayanan serta

pelayanan yang ada memang dibutuhkan oleh masyarakat.
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No. Sasaran
Strategis
2. Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan

Penyelesaian

Perkara

Penjelasan:

SASARAN 2

Indikator Kinerja

Persentase Salinan Putusan Perkara
Perdata yang dikirim kepada Para

Pihak tepat waktu

Persentase Perkara yang Diselesaikan

Melalui Mediasi

Persentase Berkas Perkara yang
dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK
yang Diajukan Secara Lengkap dan

Tepat Waktu

Persentase Putusan Perkara yang
Menarik Perhatian Masyarakat yang
Dapat Diakses Secara Online dalam

Waktu 1 Hari Setelah Putus

Target

99%

90%

100%

100%

Realisasi

82

430

Capaian

(%)

19,07%

7,77

100%

100%

a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak

tepat waktu

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

adalah perbandingan antara perkara yang telah diputus dengan isi putusan

yang telah diterima para pihak tepat waktu.

Pengukuran kinerja ini bertujuan mengukur kinerja penyampaian isi

putusan kepada para pihak tepat waktu yang dikoordinasikan oleh Ketua

Maijelis Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Prabumulih.

Pengukuran persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat

waktu pada saat pembacaan putusan dihadiri oleh kedua belah pihak, isi putusan

telah diterima dengan tepat waktu. Pada saat salah satu pihak tidak hadir dalam

pembacaan putusan, maka sesuai SE KMA No. 01 Tahun 2011, tentang

Perubahan SEMA No. 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan
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Petikan Putusan, maka Pengadilan Agama Prabumulih sudah menyediakan

Salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak
putusan diucapkan.

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Prabumulih telah menyelesaikan
putusan sebanyak 430 perkara. Dari jumlah tersebut, telah diterima oleh para
pihak tepat waktu sebanyak 82 perkara atau 19,07%, sedangkan target
kinerja yang ditetapkan pada tahun 2019 untuk penyampaian isi putusan
kepada para pihak tepat waktu sebesar 99%. Dengan demikian, realisasi
Indikator Kinerja Utama tahun 2019 sebesar 19,07% belum mencapai target
yang ditetapkan sebesar 99%. Hal ini dikarenakan salinan putusan dalam perkara
perdata dikenakan biaya PNBP, maka penyampaian salinan putusan tersebut

hanya diberikan atas permintaan pihak yang bersangkutan.

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Persentase perkara vyang diselesaikan melalui mediasi adalah
perbandingan antara jumlah perkara yang diajukan mediasi dengan perkara yang
diselesaikan secara mediasi (menjadi akta perdamaian).

Pengukuran kinerja ini bertujuan mengukur kinerja perkara vyang
diselesaikan melalui mediasi (menjadi akta perdamaian) pada Pengadilan Agama
Prabumulih yang dikoordinasikan oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera
Pengadilan Agama Prabumulih.

Dalam tahun 2019, Pengadilan Agama Prabumulih telah berhasil
menyelesaikan mediasi sebanyak 90 perkara. Dari jumlah tersebut telah menjadi
akta perdamaian sebanyak 7 akta atau 7,77 % sedangkan target kinerja
yang ditetapkan pada tahun 2019 untuk penyelesaian mediasi yang menjadi akta
perdamaian sebesar 90%.

Dengan demikian, realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2019 sebesar

7,77% tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 90%.
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C.

Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang
diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Persentase perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang
diajukan secara lengkap dan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara
yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang harus lengkap dan tepat waktu dari
pengadilan pengaju dengan jumlah seluruh perkara yang dimohonkan banding,
kasasi dan PK.

Pengukuran kinerja ini bertujuan mengukur kinerja perkara yang
dimohonkan banding, kasasi dan PK yang lengkap dan tepat waktu dari
Pengadilan Agama Prabumulih vyang dikoordinasikan oleh Kepaniteraan
Pengadilan Agama Prabumulih.

Dalam tahun 2019, Pengadilan Agama Prabumulih telah mengajukan
permohonan banding, kasasi dan PK sebanyak 8 perkara. Dari jumlah tersebut,
permohonan banding, kasasi dan PK yang lengkap dan tepat waktu sebanyak
8 perkara atau 100%, sedangkan target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2019
untuk permohonan banding, kasasi dan PK yang lengkap dan tepat waktu sebesar
100%.

Dengan demikian, realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2019 sebesar

100% telah sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100%.

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat
diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus adalah perbandingan
antara jumlah amar putusan perkara yang di upload dalam Direktori Putusan MA
dengan jumlah putusan perkara.

Pengukuran kinerja ini bertujuan mengukur kinerja proses upload amar
putusan dalam Direktori Putusan MA yang dikoordinasikan oleh Ketua Majelis

dan Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih,
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Dalam tahun 2019, Pengadilan Agama Prabumulih telah memutus

perkara sebanyak 430 perkara. Dari jumlah tersebut, semuanya telah di upload
dalam Direktori Putusan MA sejak putus, sedangkan target kinerja yang
ditetapkan pada tahun 2019 untuk upload putusan perkara ke dalam Direktori
Putusan MA 1 hari sejak putus sebesar 100%. Dengan demikian, realisasi
Indikator Kinerja Utama tahun 2019 sebesar 100% sudah sesuai target yang

ditetapkan sebesar 100%.

SASARAN 3
No. Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Strategis (%)
3. Meningkatnya Persentase Perkara Prodeo yang 100% 4 100%
Akses Peradilan  Diselesaikan
bagi Masyarakat
Persentase Perkara Permohonan 100% 81 100%

Miskin dan
(voluntair) Identitas Hukum

Terpinggirkan

Penjelasan :
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara
jumlah perkara perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah keseluruhan
perkara prodeo.

Pengukuran kinerja ini bertujuan mengukur kinerja penyelesaian perkara
prodeo pada Pengadilan Agama Prabumulih yang dikoordinasikan oleh Ketua
Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Prabumulih.

Dalam tahun 2019, Pengadilan Agama Prabumulih telah menerima
permohonan perkara prodeo sebanyak 4 perkara. Dari jumlah tersebut,
perkara prodeo yang telah diselesaikan sebanyak 4 perkara atau 100%,
sedangkan target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2019 untuk perkara

prodeo yang diselesaikan sebesar 100%. Dengan demikian, realisasi Indikator
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Kinerja Utama tahun 2019 sebesar 100% sudah mencapai target yang ditetapkan

sebesar 100%.
Anggaran DIPA Pengadilan Agama Prabumulih tahun 2019 untuk biaya
prodeo sebesar Rp. 1.500.000,- telah direalisasikan semua sejumlah Rp.

1.500.000,-

b. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hokum

Dalam tahun 2019, Pengadilan Agama Prabumulih telah menerima
perkara permohonan (voluntair) identitas hukum sebanyak 81 perkara. Dari
jumlah tersebut, perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang telah
diselesaikan sebanyak 81 perkara atau 100%, sedangkan target kinerja yang
ditetapkan pada tahun 2019 untuk perkara permohonan (voluntair) identitas
hukum yang diselesaikan sebesar 100%. Dengan demikian, realisasi Indikator
Kinerja Utama tahun 2019 sebesar 100% sudah mencapai target yang ditetapkan
sebesar 100%.

SASARAN 4
No. Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Strategis (%)

4. Meningkatnya Persentase Putusan Perkara Perdata 100% -

Kepatuhan yang ditindak lanjuti (Dieksekusi)

terhadap

Putusan

Pengadilan

Penjelasan :

Persentase putusaan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti

(dieksekusi) dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT.
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Pengukuran kinerja ini bertujuan mengukur kinerja perkara yang telah
BHT dan ditindaklanjuti pada Pengadilan Agama Prabumulih vyang
dikoordinasikan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih. Dalam tahun
2019, Pengadilan Agama Prabumulih belum menerima perkara yang diajukan

permohonan eksekusi.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran dalam rangka mendukung tercapai target dalam sasaran
strategis yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada 6 (enam)
sasaran strategis Pengadilan Agama Prabumulih untuk mewujudkan visi dan misi yang
telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan

dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung RI
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis, Dengan Kegiatan pokok yang

dilaksanakan dalam program ini adalah:

(a) Belanja Pegawai

Pagu DIPA Rp.1.741.152.000,00
Realisasi DIPA Rp.1.741.125.474,00
Sisa dana DIPA Rp. 715.741,00
Persentase Realisasi DIPA 100%

(b) Belanja Barang Operasional

Pagu DIPA Rp. 438.450.000,00
Realisasi DIPA Rp. 437.494.265,00
Sisa dana DIPA Rp. 955.735,00
Persentase Realisasi DIPA 99,78%
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b. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk
mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi
perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang
dilaksanakan Pengadilan Agama Prabumulih dalam pelaksanaan Program
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan kegiatan adalah:

- Belanja Program Menajeman Peradilan Agama

Pagu DIPA Rp. 1.500.000,00
Realisasi DIPA Rp. 1.500.000,00
Sisa dana DIPA Rp. 0,00
Persentase Realisasi DIPA 100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama
Prabumulih

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Prabumulih
bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan
prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah :

- Belanja Modal

Pagu DIPA Rp.  423.500.000,00
Realisasi DIPA Rp.  422.800.000,00
Sisa dana DIPA Rp. 700.000,00

Persentase Realisasi DIPA 99,15%
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Pengelolaan Keuangan Perkara

Berikut laporan keuangan perkara per 31 Desember 2019

LAPORAN KEUANGAN PERKARA LIPA7
PERIODE 01/01/2019 $/D 31/12/2019
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

No Uralan

1 2

1 Saldo Awal

2 Penesrimaan

3 Biaya Pembearkasan / ATK
4 Biaya Panggilan

S Biaya Peneriernah

é Biaya Pemberitahuan

7 Biaya Sita

B Bioya Pemerksoan Setempot
4 Biaya Sumpah

10 Kifm Blaya Perkara

11 Materal

12 PNBP

- Biaya Pendaftaran

- Biaya Redaksi

- Biaya Penyampaian Relaas

13 Pelaksanoan Eksekus!

14 Pengembalian Sisa Panjar

Jumdah

Saldo Akhir

Scide Bank

Soldlo Tunal

Jumiah

Penerdmoan [Rp)

3

13.735.000

331.933.000

345.468.000

345.668.000

Fengelvaran (Rp)

4

21.550.000

145.250.000

s]

37.981.000

0

2.940.000

2.022.000

2.580.000

12.970.000

3.755.000

8.580.000

0

93.119.000

331.767.000

13.901.000

12.863.000

1.038.000

345.668.000
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BAB IV -PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja
Pengadilan Agama Prabumulih tahun 2019 yang telah perjanjikan pada Reviu
Perjanjian Kinerja tahun 2019, mengacu pada Rencana Kinerja tahun 2019 yang
bersumber dari Reviu Renstra Pengadilan Agama Prabumulih tahun 2018-2019.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Prabumulih tahun 2019,
dengan membandingkan antara target dengan realisasi sehingga terukur pencapaian
indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Selama tahun 2019 pelaksanaan
tugas pada Pengadilan Agama Prabumulih sudah terlaksana dengan baik sebagaimana
mestinya. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja berbagai aspek yang telah
dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum,
pembinaan dan pengawasan.

Capaian kinerja pada tahun 2019 secara keseluruhan tingkat capaian kinerja
Pengadilan Agama Prabumulih adalah sebesar 84,84,%. Pengadilan Agama Prabumulih
pada tahun 2019 berupaya meningkatkan pengembangan teknologi informasi untuk
mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Pengadilan. Secara bertahap
informasi yang disajikan kepada masyarakat semakin lengkap mencakup putusan
pengadilan. Penyajian informasi yang menggunakan Direktori Putusan MA dari Sistem
Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) beserta aplikasi turunannya dan sistem
informasi perkara yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Prabumulih sendiri.
Keterbukaan informasi pengadilan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas publik lembaga peradilan.

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan tugas dan
menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Agama Prabumulih maka diperlukan:

1. Penambahan Sumber Daya Manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang

dibutuhkan.
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2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan
standarisasi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur peradilan.

3. Penambahan alokasi anggaran belanja keperluan sehari-hari untuk gaji honor sesuai
dengan Standar Biaya Umum Kementerian Keuangan disesuai dengan Upah Minimal
Propinsi (UMP).

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih tahun 2019 merupakan
gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan,
sekaligus sebagai tolok ukur dalam menjalankan tugas dan fungsi (TUSI) melaksanakan
amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil
capaian kinerja Pengadilan Agama Prabumulih tahun 2019 telah dapat memenubhi
target sesuai perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan.

Keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di

Pengadilan Agama Prabumulih pada tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari perjanjian kinerja yang
diperjanjikan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di
dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari berjalannya sistem
kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat
kekeluargaan. Pencapaian kinerja di Pengadilan Agama Prabumulih pada tahun
2019 telah memenuhi target dengan uraian sebagai berikut :

- Penyelenggaran tugas dan fungsi (TUSI) baik pelayanan teknis maupun
administrasi peradilan telah berhasil dengan baik.
- Proses penyelesaian sisa perkara pada tahun 2018 dan proses penyelesaian

perkara pada tahun 2019 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik.
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2. Ketidakberhasilan

Ketidakberhasilan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan terdapat

dalam 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada indikator

kinerja:

Persentase Salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak
tepat waktu

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh
Pengadilan Agama Prabumulih ditemukan kendala atau hambatan yang dapat
menghambat proses pelaksanaannya, antara lain mutasi hakim yang tidak
seimbang dengan sarana dan prasarana serta kurang memadainya anggaran yang

belum berpihak kepada penyelenggaraan peradilan tingkat pertama.

Langkah Strategis Tahun 2019
Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Prabumulih akan menempuh langkah

strategis untuk mengukur kinerja dengan menentukan target yang mengacu

keberhasilan tahun sebelumnya sehingg meningkatkan kinerja secara
proporsional, sebagai berikut:

a. menyesuaikan target sesuai dengan hasil capaian kinerja tahun 2019 untuk
meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2020 yang targetnya belum
terealisasi.

b. Meningkatkan kualitas dengan konsolidasi secara konsisten dan
berkesinambungan dengan pejabat terkait di lingkungan Mahkamah Agung

maupun lingkungan Pengadilan Agama terkait.
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B. Saran

Berdasarkan dengan adanya penurunan kinerja pada 2 indikator kinerja,

maka disarankan sebagai berikut:

1.

Perubahan kebijakan pimpinan yang menyangkut sistem yang sudah ada,
agar dilakukan penyesuaian atau pengkajian yang lebih mendalam
mengenai dampak dari perubahan kebijakan tersebut.

Dalam hal penggantian petugas supaya dilakukan pembekalan kompetensi
sehingga sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan.

Dalam hal mutasi hakim maupun pegawai supaya disertai dengan sarana
dan prasarana yang dibutuhkan.

Pemberian anggaran pengadaan maupun mutasi barang milik negara
dalam sarana dan prasarana terkait dengan tugas dan fungsi supaya diberikan
secara bersamaan dengan hakim atau pegawai yang bersangkutan.
Melakukan reviu indikator kinerja utama maupun Renstra sesuai dengan
kebutuhan dan tujuan organisasi.

Menetapkan target sesuai perbandingan secara nyata serta melakukan
reviu target pada perjanjian kinerja berdasarkan pemantauan pencapaian

perjanjian kinerja tahun berjalan.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
NO. W6-A12/59 /0OT.01.1/1/2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SURYADI, S.Ag., S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Prabumulih

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Drs. H. ENDANG ALI MA'SUM, S.H. M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung

jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

5t Iih, 02 Januari 2020
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SURYADI, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 197406121998021001

a
jlan Agama Prabumulih

e

vt #NDANG ALl MA'SUM, S.H. M
NIP. 195809041984031003
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LAMPIRAN PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2020
NO. W6-A12/59/0T.01.1/1/2020
Pengadilan Agama Prabumulih

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
. [Terwujudnya Proses Peradilan yang Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang 100%
Pasti, Transparan, dan Akuntabel diselesaikan
Persentase Perkara Perdata Agama yang 100%
diselesaikan Tepat Waktu
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya 90%
Hukum Banding
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya 90%
Hukum Kasasi
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya 90%
Hukum Peninjauan Kembali
Index Kepuasan Pencari Keadilan 85%
. |Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang 90%
Penyelesaian Perkara dikirim kepada Para Pihak tepat waktu
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui 90%
Mediasi
Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan 100%
Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara
Lengkap dan Tepat Waktu
Persentase Putusan Perkara yang Menarik 100%
Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara
Online dalam Waktu 1 Hari setelah Putus
. [Meningkatnya Akses Peradilan bagi Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 100%
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Persentase Perkara Permohonan (voluntair) 100%
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Identitas Hukum

4. [Meningkatnya Kepatuhan terhadap Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak 100%

Putusan Pengadilan lanjuti (Dieksekusi)

Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui program, dengan perincian sebagai
berikut:

No. Kegiatan Anggaran
1. [Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Rp. 2.791.785.000
Urusan Administrasi
2. |Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Rp. 62.500.000
Agung
3. [Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp. 1.500.000

,4?-

)
ADI, S.Ag., S.H., M.H.
"NIP. 197406121998021001
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RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020
NO. W6-A12/57/0T.01.1/1/2020
Pengadilan Agama Prabumulih

Identitas Hukum

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
. [Terwujudnya Proses Peradilan yang Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang 100%
Pasti, Transparan, dan Akuntabel diselesaikan
Persentase Perkara Perdata Agama yang 100%
diselesaikan Tepat Waktu
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya 90%
Hukum Banding
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya 90%
Hukum Kasasi
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya 90%
Hukum Peninjauan Kembali
Index Kepuasan Pencari Keadilan 85%
. |Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang 90%
Penyelesaian Perkara dikirim kepada Para Pihak tepat waktu
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui 90%
Mediasi
Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan 100%
Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara
Lengkap dan Tepat Waktu
Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian| 100%
Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online
dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus
. [Meningkatnya Akses Peradilan bagi Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan 100%
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Persentase Perkara Permohonan (voluntair) 100%
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4.

Meningkatnya Kepatuhan terhadap

Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak 100%

lanjuti (Dieksekusi)

Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui program, dengan perincian sebagai berikut:

Kegiatan Anggaran
1. [Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Rp. 2.791.785.000
Urusan Administrasi
2. |Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Rp. 62.500.000
Agung
3. |Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp. 1.500.000

RYADI, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 197406121998021001
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RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021
NO. W6-A12/58/0T.01.1/1/2020
Pengadilan Agama Prabumulih

yang mendapat Layanan Bantuan Hukum

erwujudnya Proses Peradilan yang Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang 100%
Pasti, Transparan, dan Akuntabel diselesaikan
Persentase Perkara Perdata Agama yang 100%
diselesaikan Tepat Waktu
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya 92%
Hukum Banding
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya 92%
Hukum Kasasi
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya 92%
Hukum Peninjauan Kembali
Index Kepuasan Pencari Keadilan 88%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang 92%
Penyelesaian Perkara dikirim kepada para Pihak tepat waktu
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui 92%
Mediasi
Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan 100%
Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara
Lengkap dan Tepat Waktu
Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian| 100%
Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online
dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 100%
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu 80%




(Posbakum)

Putusan Pengadilan lanjuti (Dieksekusi)

Persentase Perkara Permohonan (voluntair) 100%
Identitas Hukum
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak 100%

Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui program, dengan perincian sebagai berikut:

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan
Urusan Administrasi

3.186.763.000,

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah| Rp. 24.826.500.000
Agung
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp. 83.660.000|
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REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

Transparan, dan Akuntabel

. - " 100%
Jumlah sisa perkara perdata agama yang harus diselesaikan

Catatan:

e Sisa perkara Perdata agama adalah perkara perdata agama yang belum
selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara perdata
agama tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan.
Output adalah jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan pada
tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara
di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat)
lingkungan Peradilan.

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENJAA"::AGBUNG SUMBER DATA
1. [Terwujudnya Proses Persentase Sisa Perkara Perdata Majelis Hakim dan | Laporan Bulanan
Peradilan yang Pasti, Agama yang diselesaikan Jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan Panitera dan

Laporan Tahunan

Persentase Perkara Perdata
Agama yang diselesaikan Tepat
Waktu

Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu

100%
Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan ’

Catatan:

e Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan
berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan
tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2,
tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan
tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

Majelis Hakim dan
Panitera

Laporan Bulanan
dan

Laporan Tahunan
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3. Persentase Perkara yang Tidak Majelis Hakim Laporan Bulanan
Mengajukan Upaya Hukum umlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding . dan
Banding Jumlah Perkara Diputus 100%
Laporan Tahunan
Catatan :
e Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan
upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka
waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator]
ini diinput dalam jangka waktu triwulan.
4. Persentase Perkara Yang Tidak Majelis Hakim Laporan Bulanan
Mengajukan Upaya Hukum Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi dan
Kasasi Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan 100%
Laporan Tahunan
Catatan :
e
5. Persentase perkara yang Tidak Majelis Hakim Laporan Bulanan
Mengajukan Upaya Hukum ersentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum dan
Peninjauan Kembali Peninjauan Kembali 100%
Jumlah Perkara yang Telah Diputus Laporan Tahunan
Catatan :
e Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan
upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus|
pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator|
ini diinput dalam jangka waktu tahunan.
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Index Kepuasan Pencari
Keadilan

Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan

Peradilan 100%

Jumlah Responden Pencari Keadilan

Catatan:

e Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik

Kepaniteraan,
Kesekretariatan

Laporan Bulanan
dan

Laporan Tahunan

7. |Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian
Perkara

Persentase Salinan Putusan
Perkara Perdata yang dikirim
kepada Para Pihak tepat waktu

umlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak

tepat waktu 100%

Jumlah Perkara Perdata yang Diputus

Catatan:

e Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran
Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02
tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

Panitera

Laporan Bulanan
dan

Laporan Tahunan

8. Persentase Perkara yang Majelis Hakim dan | Laporan Bulanan

Diselesaikan Melalui Mediasi Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi 100% Panitera dan

Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi
Laporan Tahunan
Catatan :
L]

9. Persentase Berkas Perkara yang Panitera Laporan Bulanan

Dimohonkan Banding, Kasasi, Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang 100% dan
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dan PK yang Diajukan Secara

Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Lengkap dan Tepat Waktu

Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK

Catatan:

Laporan Tahunan

umlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diajukan

Catatan:

10, Persentase Putusan Perkara Majelis Hakim dan | Laporan Bulanan
yang Menarik Perhatian imlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Panitera dan
Masyarakat yang Dapat Diakses Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus 100%
Secara Online dalam Waktu 1 Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat Laporan Tahunan
Hari Setelah Putus
Catatan :
L]
11|Meningkatnya Akses Persentase Perkara Prodeo yang| Majelis Hakim Laporan Bulanan
Peradilan bagi Masyarakat |Diselesaikan Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan " dan
Miskin dan Terpinggirkan Jumlah Perkara Prodeo 100%
Laporan Tahunan
Catatan :
e
12) Persentase Perkara Majelis Hakim dan | Laporan Bulanan
Permohonan (voluntair) Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Panitera dan
Identitas Hukum Diselesaikan 100%

Laporan Tahunan
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13)Meningkatnya Kepatuhan
terhadap Putusan
Pengadilan

Persentase Putusan Perkara
Perdata yang Ditindak lanjuti
(Dieksekusi)

Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

imlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk 100%
ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Catatan:

e adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah
jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan
berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada
bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang|
ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan

Majelis Hakim dan
Panitera

Laporan Bulanan
dan

Laporan Tahunan
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MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi * Pengadilan Agama Prabumulih
Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Prabumulih yang Agung
Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Prabumulih.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Prabumulih.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Prabumulih.
No Target jangka Sasaran Strategis Target
Menengah (5
Tahun)
Uraian Indikator Kinerja % Uraian Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024
1. |Meningkatnya proses pengadilan |Persentase sisa perkara 100% Terwujudnya Proses Persentase sisa perkara perdata 100%| 100% 100% 100% 100%
yang pasti, transparan dan yang diselesaikan Peradilan yang Pasti, agama yang diselesaikan
akuntabel Transparan, dan
Akuntabel
Persentase perkara yang 100% Persentase perkara perdata 100%| 100% 100% 100% 100%
diselesaikan tepat waktu agama yang diselesaikan Tepat
Waktu
Persentase perkara yang 98% Persentase perkara yang tidak 90%| 92% 94% 96% 98%
tidak mengajukan upaya mengajukan upaya hukum
hukum Banding, Kasasi, PK Banding, Kasasi, PK
Index responden pencari 94% Index kepuasan pencari keadilan 85%| 88% 90% 92% 94%
keadilan yang puas
2. |Meningkatnya efektivitas Persentase salinan putusan 98% Peningkatan Efektivitas |Persentase salinan putusan 90%| 92% 94% 96% 98%
pengelolaan penyelesaian perkara |yang diterima oleh para Pengelolaan Penyelesaian|perkara perdata yang dikirim
pihak tepat waktu Perkara kepada para pihak tepat waktu
Persentase Perkara yang 98% Persentase perkara yang 90%| 92% 94% 96% 98%
diselesaikan melalui diselesaikan melalui mediasi
mediasi
Persenta se berkas perkara 100% Persentase berkas perkara yang 100%| 100% 100% 100% 100%

yang dimohon kan Banding,

dimohonkan Banding, Kasasi,
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Kasasi dan PK yang
diajukan secara lengkap
dan tepat waktu

dan PK yang diajukan secara
lengkap dan tepat waktu

Persentase putusan yang 100% Persentase putusan perkara 100%| 100% 100% 100% 100%
menarik perhatian yang menarik perhatian
masyarakat (ekonomi masyarakat yang dapat diakses
syariah) yang dapat diakses Secara online dalam Waktu 1
secara online 1 hari sejak hari setelah putus
diputus
3. |Meningkatnya akses peradilan bagi [Persentase perkara prodeo 100% Meningkatnya Akses Persentase perkara prodeo yang 100%| 100% 100% 100% 100%
masyarakat miskin dan yang diselesaikan Peradilan bagi diselesaikan
terpinggirkan Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan
Persentase pencari 86% Persentase pencari keadilan - 80% 82% 84% 86%
keadilan golongan tertentu golongan tertentu yang
yang mendapat layanan mendapat layanan bantuan
bantuan hukum hukum (Posbakum)
(Posbakum)
Persentase perkara 100% Persentase perkara 100%| 100% 100% 100% 100%
permohonan (voluntair) permohonan (voluntair)
identitas hukum identitas hukum
Meningkatnya kepatuhan terhadap [Persentase putusan 100% Meningkatnya Kepatuhan [Persentase putusan perkara 100%| 100% 100% 100% 100%

putusan pengadilan

perkara perdata yang
ditindaklanjuti (dieksekusi)

terhadap Putusan
Pengadilan

perdata yang ditindak lanjuti
(dieksekusi)




RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

TARGET
1
SASARAN STATEGIS INDIKATOR
‘L Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan 25 50 75 100
Transparan dan Akuntabel b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu 25 50 75 100
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 20 45 70 90
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 20 45 70 90
e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK 20 45 70 90
f. Index kepuasan pencari keadilan 20 40 60 85
JADWAL
PELAKSANAAN
NO AKSI / KEGIATAN (TRIWULAN) KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp)
1 2 3 4
1 1. Melakukan perjalanan dinas| Vv ' v V  [Terbayarnya gaji dan uang makan|Program Dukungan Manajemen |Pembinaan administrasi dan 2.094.545.000|
untuk pengajuan gaji, dan Hakim dan Pegawai dan Pelaksanaan Tugas Teknis pengelolaan keuangan Badan
uang makan Lainnya Mahkamah Agung Urusan Administrasi

2. Mengirimkan para Hakim
utk mengikuti Diklat
dan seminar guna
meningkatkan kompetensi
Hakim

Kompetensi Hakim meningkat

3. Selalu melakukan konsultasi| Vv \ V' VvV  |Meningkatnya kualitas dan
ke PTA jumlah penyelesaian perkara
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Palembang terkait
penyelesaian perkara

4. Rutin melakukan rapat
koordinasi pimpinan se
wilayah PTA Palembang
serta diskusi teknis yustisial

Meningkatnya kualitas dan
jumlah penyelesaian perkara

Pengadaan perangkat pengolah PC untuk Kepaniteraan Program Peningkatan Sarana dan [Pengadaan sarana dan 62.500.000
data dan Prasarana Aparatur prasarana di lingkungan
komunikasi Mahkamah Agung Mahkamah Agung
Melakukan Terpeliharanya peralatan dan Program Dukungan Pembinaan 45.340.000
pemeliharaan mesin kantor Manajemen dan administrasi dan
peralatan dan mesin Pelaksanaan Tugas pengelolaan
Teknis Lainnya keuangan Badan
Mahkamah Agung Urusan Administrasi
Melakukan Terpeliharanya gedung, Program Dukungan Pembinaan 50.000.000
pemeliharaan bangunan dan halaman Manajemen dan administrasi dan
gedung, bangunan Pelaksanaan Tugas pengelolaan
dan halaman Teknis Lainnya keuangan Badan
Mahkamah Agung Urusan Administrasi
Melakukan pembelanjaan Koran Meningkatnyalndeks Program Dukungan Manajemen |[Pembinaan administrasi dan 1.500.000
utk para pihak Kepuasan Masyarakat dan Pelaksanaan Tugas Teknis pengelolaan keuangan Badan
Lainnya Mahkamah Agung Urusan Administrasi
Melakukan pembelanjaan air V|1. Terjaganyakesehatan Hakim [Program Dukungan Manajemen [Pembinaan administrasi dan 6.000.000
minum galon utk Hakim dan dan Pegawai dan Pelaksanaan Tugas Teknis pengelolaan keuangan Badan
para pegawai serta utk 2. Meningkatnya Indeks Lainnya Mahkamah Agung Urusan Administrasi
masyarakat pencari keadilan Kepuasan Masyarakat
Melakukan pembelian V|Tersedianya kebutuhan kantor  |Program Dukungan Manajemen [Pembinaan administrasi dan 40.000.000
keperluan sehari- hari dan barang konsumsi dan Pelaksanaan Tugas Teknis pengelolaan keuangan Badan
perkantoran Lainnya Mahkamah Agung Urusan Administrasi
Melakukan pembayaran V[Terjaminnya fasilitas internet, Program Dukungan Manajemen [Pembinaan administrasi dan 239.200.000

langganan daya dan jasa

listrik, telepon, air
bersih, fotocopy, surat pos

dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung

pengelolaan keuangan Badan
Urusan Administrasi
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sehingga akan mendukung proses
percepatan penyelesaian perkara

9 Bantuan sewa rumah dinas
Hakim

Kompetensi Hakim meningkat

Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung

Pembinaan administrasi dan
pengelolaan keuangan Badan
Urusan Administrasi

50.400.000,




SASARAN STATEGIS

INDIKATOR

TARGET

2 |Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian [a. Persentase salinan putusan perkara yang disampaikan kepada para pihak 20 45 70 90
Perkara tepat waktu
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 20 45 70 90
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK 25 50 75 100
yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang 25 50 75 100
dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
JADWAL PELAKSANAAN
(TRIWULAN)
NO AKSI / KEGIATAN 2 3 4 KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA (RP)
1 1. Mengirimkan Hakim Mediator| Vv Meningkatnya kompetensi mediator [Program Dukungan Manajemen |Pembinaan administrasi dan 83.760.000
untuk mengikuti dan Pelaksanaan Tugas Teknis pengelolaan keuangan Badan
ujian sertifikasi mediator Lainnya Mahkamah Agung Urusan Administrasi
2. Melakukan perjalanan dinas v v v V [Terbayarnya Gaji dan Uang
untuk pengajuan gaji dan
uang r.n.akan i makan Hakim dan pegawai
3. Mengirimkan Panitera, - -
Panmud, PP, JS/ISP mengikuti V' ' ' Mer.ungkatnya kompetfen5| para
pelatihan / Diskusi Teknis Panitera, .Panmuld, Panlter.a
Yustisial Pengganti, Jurusita / Jurusita
Pengganti
4. Mengirimkan staf operator IT \ VvV [Meningkatnya kompetensi Tim IT
untuk mengikuti pelatihan IT
2 Melakukan pemeliharaan v \ v V [Terpeliharanya peralatan dan mesin |Program Dukungan Manajemen |Pembinaan administrasi dan 45.340.000
peralatan dan mesin kantor dan Pelaksanaan Tugas Teknis pengelolaan keuangan Badan
Lainnya
Urusan Administrasi
Mahkamah Agung
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Melakukan pemeliharaan gedung Terpeliharanya gedung dan bangunan|Program Dukungan Manajemen |[Pembinaan administrasi dan 50.000.000
dan bangunan dan Pelaksanaan Tugas Teknis pengelolaan keuangan Badan

Lainnya Mahkamah Agung Urusan Administrasi
Melakukan pembelanjaan air Terjaganya kesehatan Hakim dan Program Dukungan Manajemen |[Pembinaan administrasi dan 6.000.000
minum galon untuk Hakim Pegawai dan Pelaksanaan Tugas Teknis pengelolaan keuangan Badan
dan Pegawai Lainnya

Urusan Administrasi

Mahkamah Agung
Melakukan pembelian keperluan Tersedianya kebutuhan kantor dan  [Program Dukungan Manajemen [Pembinaan administrasi dan 40.000.000
sehari hari perkantoran barang konsumsi dan Pelaksanaan Tugas Teknis pengelolaan keuangan Badan

Lainnya Mahkamah Agung Urusan Administrasi
Melakukan pembayaran Terjaminnya fasilitas internet, listrik, |Program Dukungan Manajemen |Pembinaan administrasi dan 239.200.000

langganan daya dan jasa

telepon, fotocopy, surat pos
sehingga akan mendukung
proses percepatan
penyelesaian perkara

dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung

pengelolaan keuangan Badan
Urusan Administrasi




TARGET
1}

INDIKATOR

SASARAN STATEGIS

2l IMeningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin [a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 25 50 75 100
dan terpinggirkan b. Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum 25 50 75 100
JADWAL PELAKSANAAN
(TRIWULAN)
NO AKSI / KEGIATAN 1 2 3 4 KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA (RP)
1 Melakukan bantuan \ v \ Pembebasan biaya perkara |Program peningkatan manajemen |Peningkatan manajemen 1.500.000
pembebasan biaya perkara (prodeo) Peradilan Agama Peradilan Agama
2 Pengadaan perangkat pengolah v PC untuk Kepaniteraan Program peningkatan sarana dan |Pengadaan sarana dan 62.500.000
data dan komunikasi prasarana aparatur Mahkamah  [prasarana di lingkungan
Agung Mahkamah Agung
3 Melakukan pemeliharaan v v v V  [Terpeliharanya peralatan dan mesin |[Program dukungan manajemen |Pembinaan administrasi dan 45.340.000
peralatan dan mesin kantor dan pelaksanaan tugas teknis pengelolaan keuangan Badan
lainnya Mahkamah Agung Urusan Administrasi
4 Melakukan pemeliharaan v v \ VvV  |Terpeliharanya gedung dan bangunan [Program dukungan manajemen |Pembinaan administrasi dan 50.000.000
gedung dan bangunan dan pelaksanaan tugas teknis pengelolaan keuangan Badan
lainnya Mahkamah Agung Urusan Administrasi
5 Melakukan pembelian ' V' V' VvV |Tersedianya kebutuhan kantor dan  |Program dukungan manajemen |Pembinaan administrasi dan 40.000.000
keperluan sehari hari barang konsumsi dan pelaksanaan tugas teknis pengelolaan keuangan Badan
perkantoran lainnya Mahkamah Agung
Urusan Administrasi
6 Melakukan pembayaran \ v v Vv |Terjaminnya fasilitas internet, listrik, [Program dukungan manajemen [Pembinaan administrasi dan 239.200.000
Langganan Daya dan Jasa telepon, air bersih, fotocopy, surat dan pelaksanaan tugas teknis pengelolaan keuangan Badan
pos sehingga akan mendukung proses |lainnya Mahkamah Agung Urusan Administrasi
percepatan penyelesaian perkara




“= IMeningkatnya kepatuhan terhadap putusan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP)Tahun 2019

SASARAN STATEGIS

pengadilan

INDIKATOR

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti
(dieksekusi)

TARGET

JADWAL PELAKSANAAN
NO AKSI / KEGIATAN (TRIWULAN) KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA (RP)
1 2 3 4
1|Melakukan v v v VvV  [Tersedianya kebutuhan Program Dukungan Pembinaan 40.000.000
pembelian kantor dan barang konsumsi Manajemen dan administrasi dan
keperluan sehari Pelaksanaan Tugas pengelolaan
hari perkantoran Teknis Lainnya keuangan Badan
Mahkamah Agung Urusan Administrasi
2|Melakukan v \ \ VvV [Terjaminnya fasilitas internet, Program Dukungan Pembinaan 239.200.000
pembayaran listrik, telepon, air bersih, Manajemen dan administrasi dan
langganan daya fotocopy, surat pos, sehingga Pelaksanaan Tugas pengelolaan
dan jasa akan mendukung proses Teknis Lainnya keuangan Badan
percepatan penyelesaian Mahkamah Agung Urusan Administrasi
perkara
3|Melakukan v v v VvV [Terpeliharanya peralatan dan Program Dukungan Pembinaan 45.340.000
pemeliharaan mesin kantor Manajemen dan administrasi dan
peralatan dan mesin Pelaksanaan Tugas pengelolaan
Teknis Lainnya keuangan Badan
Mahkamah Agung Urusan Administrasi
4 Mengirimkan petugas pembuat \ Meningkatkan kualitas kinerja Program Dukungan Manajemen [Pembinaan administrasi dan 83.760.000
akta cerai untuk mengikuti dan Pelaksanaan Tugas Teknis [pengelolaan keuangan Badan
diklat terkait tupoksinya Lainnya Mahkamah Agung Urusan Administrasi

[Pengadilan Agama Prabumulih] -
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MENIMBANG

MENGINGAT

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH
NOMOR: W6-A12/045/KP.04.5/1/2020

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2019

KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

a.

Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres)
Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim
Penyusun Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah;

Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang
cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2019;

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan
Negeri Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang dengan
berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN)
Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, tentang Penetapan Kinerja serta
sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor : 11 Tahun 2011 dan Dokumen
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Penetapan Kinerja Tahun 2013;




MEMUTUSKAN

DHTUSAN HA—PENGA AN VUtH NTANG

MENETAPKAN : PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH
TAHUN 2020.

KESATU Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2019

Nomor :  WG6-A12/ /026/Vil2019 Tanggal 2 Januari 2019 Tentang
Penunjukan/Pengangkatan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lkjip) Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2019;

KEDUA 1 Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada lajur dua dalam
jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga dalam lampiran keputusan ini
sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Penerintah (LKJIP) Tahun
2019 pada Pengadilan Agama Prabumulih;

KETIGA
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  : PRABUMULIH
Pada tanggal  : 02 JANUARI 2020

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;

Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta;

Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta;

Yth. Para Ketua Muda Mahkamah Agung Rl di Jakarta;

Yth. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta;

Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;

Yth. Para Eselon | di Lingkungan Mahkamah Agung RI di Jakarta;

Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
Arsip.
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LAMPIRAN : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Prabumulih
Nomor : W6-A12/045/KP.04.5/1/2020
Tanggal : 02 Januari 2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH (LKJIP)
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

DITUNJUK!/
NO NAMA/NIP/PANGKAT/GOL JABATAN DIANGKAT | KET.
SEBAGAI
1 Suryadi, S.Ag., S.H., M.H. Ketua Pengadilan Pembina
NIP. 197406121998021001 / Pembina Tk.l, IV/b
2 | Lukmin,S.Ag., M.E Ketua
NIP. 197410102005021001 / Penata Tk.1, lll/d Wakil Ketua Pengadilan
3 Muhammad Firdaus, S.Kom Sekretaris
NIP. 197906212009041003 / Penata, lll/c Sekretaris  Pengadilan ~ Agama
Prabumulih
4 | Nahwa, S.H Anggota
NIP. 196307161983032003 / Penata Tk.I, lll/d Panitera Pengadilan Agama
Prabumulih
5 Maharani, S.Kom, M.Si Anggota
NIP. 198409132009042003 / Penata, lll/c Kepala Sub Bagian Perencanaan
Tehnik Informasi dan Pelaporan
6 | Dodi Ramadhanus, S.T. Anggota
NIP. '197609172011011003 / Penata, lll/c Kepala Sub Bagian Kepegawaian
Organisasi dan Tata Laksana
7 | Maryanto, S.Kom Anggota
NIP. 197906082009041002 / Penata, Ill/c Kepala Sub Bagian Umum dan
Keuangan
8 | Hafisi, S.H Anggota
NIP. 1967707061992031003 / Penata Tk.| I1l/d Panitera Muda Gugatan
9 | AlMualif, S.Ag Anggota
NIP 197212191992031001 / Penata Tk.I I1l/d Panitera Muda Permohonan
10 | Septi Emilia, S.H.I Anggota
NIP. 198507202009122007 / Penata, lll/c Panitera Muda Hukum
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Ditetapkan di : PRABUMULIH
Pada tanggal : 02 JANUARI 2020
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